Ny [ SALINAN ]

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI SUKAMARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28
ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

1.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);



S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022 Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

untuk : .

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja Desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja
operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun
tetangga dan rukun warga;

. Pelaksanaan pembangunan Desa;

. Pembinaan kemasyarakatan Desa;

. Pemberdayaan masyarakat desa; dan

. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa.

u b WN



b.

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran

Belanja Desa dalam APB Desa untuk mendanai :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya,;

2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 44

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau
aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim
Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan
kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menyatakan telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala
Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada
Bupati untuk mendapatkan nomor register.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala
desa dapat menyampaikan rancangan Peraturan Desa
kepada Bupati untuk mendapatkan nomor register.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama
BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor
12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12)
diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang <dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SUKAMARA,
ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sestiai denghn aslinya

/. KEPALA-BAGIAN HUKUM,
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B. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Menimbang

...........

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);



Menetapkan :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........
tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ................ Tahun
............ Nomor .....);

T I dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan
perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.ciiiiiiiiiiiieiiicenns
2. Belanja Desa Rpeieieeeiiieainnennnnn,
Surplus/Defisit | 23 o JO RO

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan  Rp. .......ccccvvvvnnnnee.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .....c..ccceevveneene...
Selisih Pembiayaan (a—b ) Rp....ccccovvviveivnennn.n.

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APBDeésa.
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(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

po o

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... .... (Nama Desa).

Ditetapkan di ........cc.cceeueees
pada tanggal ..........c..........

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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Contoh:

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NOMOR..... TAHUN ......
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

ANGGARAN | SUMBER

URETEN Rp. DANA

1

2

3 4 )

a b

PENDAPATAN

PADesa

Transfer

ENEN NN FN

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

w1

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

01

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dli)

01

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

NN N =
(=Y

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Deésa/Sariggar Belajar

N
[y

05

Belanja Modal

o

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

ul| Ui grf o
[S =Y Y S

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

...................
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Keterangang Cara Pengisian

Kolom
1

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode

rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam

kegiatan (kolom 1.c) terkait

29



C. Format Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .......ccceevnenen.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor.......
Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa)
Tahun Anggaran ...... 2

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

S. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........
tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ................ Tahun
............ Nomor .....);

6 g w dan seterusnya.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN

.....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rpeceoevrnninaninin,
b. Transfer Rpecovviiininn,
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 4 o ARl
Jumlah Pendapatan Rp.ioeveiiiiniia,

2. Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp..................

2. Bidang Pembangunan Rp..viiiiiiis
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 34 o JOUN
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RDeveeeennnnnnnns
S. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp.cooeeeerennenne.
Jumlah Belanja Rp.iooeeiuiinnnnn...
Surplus/ (Defisit) Rp.oeiiiiiiane

3. Pembiayaan Desa
d. Penerimaan Pembiayaan Rpeoiiiiiiiinnnnne,
e. Pengeluaran Pembiayaan Rp.ooeoereiennannn.
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp.oiviiiiins
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanjaDesa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
........ (Nama Desa)

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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D. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran ....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

S. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............ (Lembaran daerah Kabupaten
................ Tahun ............ Nomor .....};

(S P dan seterusnya



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA  TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp....... 3= (eeverrnrreniinnnns ), bertambah/berkurang sejumlah
Rp....... I (OU ) sehingga menjadi Rp.......... E ORI ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp.iciviiiiiienins
b. bertambah /(berkurang) Rpeveereieieaannnnn.,
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rpoiiiil
2. Belanja Desa
a. semula Rp.oiiiiiins
b. bertambah /(berkurang) Rp..oooveennennnn.
Jumlah belanja setelah perubahan | 34 o TR
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.coieeiiinnnee.

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rpeciviiiiininans
b. Bertambah /(berkurang) | o
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp......c..c..........

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rpeeriiiiie
b. Bertambah /(berkurang) Rpeceieiiiiiiin,

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a—-b) Rp...................
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal ..........c.....oeel

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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E. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN ......ccoveninnennee

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ...... :

Mengingat A lom g _Boet ;
S . dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah Rp...c...p- (corenneneenennansd),

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a. Semula RPE. ot % Bl
b. Bertambah/(berkurang) Rp.covevaennnnn...
Jumlah PADesa setelah perubahan Rpeeviiiiiiiinn.
1.2. Transfer
a. Semula Rp.iviiiiiinenen,
b. Bertambah/(berkurang) Rpuvieeeeiannn..
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Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan Rp.cooeiiiiiiiiis
1.3.Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula Rpeeeeiiiiiininn.
b. Bertambah/(berkurang) Rpwereeininannnn.
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan RPN o0 B

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.oeiiiiis

2. Belanja Desa
2.1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula Rp.cveviiinenanne.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.ooeuenenne..
Jumlah setelah perubahan Rp.oviiiieennnn.
2.2.Bidang Pembangunan
a. Semula Rp.covevevininanne.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.oooveveevnnnnnn.
Jumlah setelah perubahan RP..eocdebonss e
2.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula Rp.coveviiieannnn.
b. Bertambah/(berkurang) Rp..ooooeeeennnnn.
Jumlah setelah perubahan Rpeciiiiiiiananes
2.4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula Rp.veiiiiiiinans
b. Bertambah/(berkurang) Rp.cooviiinennn.
Jumlah setelah perubahan Rp..................
2.5.Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak
Desa
a. Semula |34 o T
b. Bertambah/(berkurang) Rpueoveeaeinnnnn.
Jumlah setelah perubahan Rp..................
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp..ooveeennnenn...
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.eiiiiiiianen.
3. Pembiayaan Desa

3.1.Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp..ooviiiiiiins
b. Bertambah/(berkurang) RGO R . B
Jumlah setelah perubahan Rpssisssssrsassasass
3.2.Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp.coviiinin,
b. Bertambah/(berkurang) Rp.veiiiinae.
Jumlah setelah perubahan 133 o TR

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp.cooveviiiini.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
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Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan
anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ...........coeeeenen
pada tanggal .....................
KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ..

. (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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G. Format Kuitansi

Kantor Desa : <...Nama Desa... >

Kabupaten/Kota : <...Kabupaten/Kota...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>
Uang sebesar :Rp <...Jumlah dalam angka... >
{... Jumlah dalam huruf...)

(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)...... >

<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

Catatan Keuangan

<...Desa...>, <...tgl, bin, th...>

Yang Memberi, Yang Menerima,

<..Nama Pemberi..> <...Nama Penerima...>
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H. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama

Contoh

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAJAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp)

SUMBER
DANA

4

S

6

PENDAPATAN

PADesa

Hasil usaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain-lain

E BN B B B B B B P

W W IN [N | f= =

Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa

N

. |<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
[Tunjangan Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa

01

<Rincian Obyek Belanja>

—
[V

IAdministrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

w

01

Belanja Barang dan Jasa

01

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa
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2 1 Pendidikan

2] 1105 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk
atan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

2] 1]05] 5] 3 Belanja Modal

21 1105 5] 3| 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

1] 1105} 5] 3] 4 | ... [<Rincian Obyek Belanja>

5 Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

5] 1 Penanggulangan Bencana
51 1]00 S| 4 Penanggulangan Bencana
5 1]00 5| 4 Belanja Tak Terduga
5] 1}00f 5] 4|00 Belanja Tak Terduga
5] 1f00| 5| 4]00 |00 |Belanja Tak Terduga
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6| 1 Penerimaan Pembiayaan
6] 1]1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6| 1] 1 | 1 [SIiLPA Tahun Sebelumnya
6| 2 Pengeluaran Pembiayaan
6] 2|1 Pembentukan Dana Cadangan
6| 2] 2 | 1 [Pembentukan Dana Cadangan
dst
SELISIH PEMBIAYAAN
Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: = s DG 20.....
a. bidang; Kepala Desa, ...................
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.
Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri

dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis

kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan; dan

c. jenis pembiayaan.
Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
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I. Format Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......

termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ... yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran ....;

. dan seterusnya..;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

Sill



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
perincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Desa Rp
b. Belanja Desa

.......................

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp...........ccccccvuune...
2. Bidang Pembangunan Desa R e v s ®
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp...........ccccccevun.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp........c..ccoeeevnneennn.
5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa R ... 8 S, B S
Jumlah Belanja RpLI W WL
Surplus/Defisit R, e e O T o

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rpks. . s come bl e

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. coooveeiiiininannn..

Selisih Pembiayaan (a—b) Rpeoiiiiiiiiiiiieienn
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini yang terdiri dari:
a. LampiranI : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari —

31 Desember Tahun Anggaran....
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris
Desa.

Ditetapkan di ..........cccc......

pada tanggal .....................

KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa} TAHUN ... NOMOR ...
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LAMPIRAN II
PERATURAN

DESA

NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE
DESA

Desa 2 P M ytye— —
Kecamatan 5 odioo NATeRRRee - MW
Kabupaten LTI « e « T OEE
Provinsi R o 6000 Bbo o 0000
Kegiatan Anggaran
ik | et Jenis | Lokasi | Volume Satuan Jumlah Sumber Dana
Kepala Desa
[ — E— )

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salu';an sesu ‘dengan aglinya
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